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ABSTRAK :  Bahwa salah satu bakal calon dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 

berdasarkan hasil pemeriksaan Real Time  Polymerase Chain Reaction (PT-PCR) pada 

Instansi Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi 

Tenggara; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50C Ayat (1) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19), menyatakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan 

pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi 

bakal pasangan calon atau salah satu pasangan calon yang dinyatakan Positif Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah :  

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati 

dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonosia Nomor 566) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak 

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 

tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar 

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 



2020 tentang Perubahan Atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 201); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019) Nomor 905) sebagaimana 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 

Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193). 

 

CATATAN  :  - Keputusan KPU Kabupaten MUNA ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

   - Lampiran 15  Halaman. 

 

 


